
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.893, 2017 KEMENDAG. Impor Produk Hortikultur. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN 

IMPOR PRODUK HORTIKULTURA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas     

pelaksanaan kebijakan impor produk hortikultura,       

perlu melakukan beberapa perubahan terhadap     

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                      

30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor    

Produk Hortikultura; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana    

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan         

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan       

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor               

30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor    

Produk Hortikultura; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 
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2.   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                     

30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor    

Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 728 Tahun 2017); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN 

IMPOR PRODUK HORTIKULTURA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor 

Produk Hortikultura diubah sebagai berikut: 

 

1.   Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan pemilik    

API-U harus mengajukan permohonan secara        

elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator 

Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan: 

a. API-U; 

b. bukti kepemilikan atas gudang yang terdaftar          

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

sesuai dengan karakteristik produknya; 

c. bukti kepemilikan alat transportasi sesuai         

dengan karakteristik produknya; 

d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai 

kemampuan dan kelayakan gudang dan alat 

transportasi sesuai dengan karakteristik Produk 

Hortikultura; 
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e. bukti kontrak kerjasama penjualan Produk 

Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga)     

distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun; 

f. bukti pengalaman sebagai distributor Produk 

Hortikultura selama 1 (satu) tahun; 

g. rencana impor Produk Hortikultura yang mencakup 

jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah, negara asal, 

pelabuhan muat serta pelabuhan tujuan; 

h. rencana distribusi Produk Hortikultura; dan 

i. RIPH. 

 

2.   Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perusahaan pemilik    

API-P harus mengajukan permohonan secara        

elektronik kepada Menteri dalam hal ini Koordinator 

Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan: 

a. API-P; 

b. bukti penguasaan gudang sesuai dengan   

karakteristik produknya; 

c. bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan 

karakteristik produknya; 

d. rencana impor Produk Hortikultura yang       

mencakup jenis barang, Pos Tarif/HS, jumlah,    

negara asal, pelabuhan muat serta pelabuhan    

tujuan; dan 

e. RIPH. 

 

3.   Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 27A 

Ketentuan mengenai Impor Produk Hortikultura dalam 

Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap Produk 
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Hortikuktura yang diimpor ke dalam Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan 

Ekonomi Khusus, dan Tempat Penimbunan Berikat. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal   

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan        

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  22 Juni 2017 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

                                    ttd 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juni 2017  

  

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttdttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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